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DENGAN RAIMAT TUⅡAN YANG MAⅡA ESA

Menirnbang : a.

BUPATI LANGKAT,

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor

188.44164911<PTSl20l2 tanggal 18 Oktober tentang Realokasi

Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian antar KabupatenlKota

Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran2}l2.

bahwa guna memenuhi Kebutuhan Petani akan pupuk maka perlu adanya

perubahan khususnya pupuk bersubsidi, sehingga perlu melakukan

Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk kebutuhan di wilayah

Kecamatan yang masih membutuhkan, sehingga perlu mengubah untuk

yang kedua kalinya Peraturan Bupati Langkat Nomor 03 Tahun 20lZ

tentang alokasi kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi GDT) pupuk

bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran

2012.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,

perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang perubahan kedtra atas

Peraturan Bupati Langkat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Alokasi

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (IDT) Pupuk bersubsidi untuk

sektor Pertanian Tahun Anggaran 2072 Kabupaten Langkat.

b.

C.



Mengingat : 1.

-2-

Undang - undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi

Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor

58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );

Undang-undang nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 46, tambatar.

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3a78 ):

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-undang nomor 18 Tahun 20A4 @ntang Perkebunan ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 85, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia nomor a4ll );

Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagai

mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor

12 Tahun 2008, ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor

59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

arfiara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor aa38);

Undang-undang nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan

Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 84,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015 );

Undang-undang nomor 12 Tahun 20ll Tentang Pernbentukan Peraturan

Perundang-undangan ( Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 2011

Nomor l2,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );

Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1982 tentang pemindahan

Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II
Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 9 );
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II

Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang ( Lembaran Negara

Republik lndonesia tahun 1986 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3322 ):

11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tenkng Penetapan Pupuk

Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk

Bersubsidi sebagai Barang Pengawasan;

Peraturan Menteri PertanianNomor 0S l PERMENTAN / SR. 140 / 2 I 20A7

tentang syarat dan Tata cara Pendaftaran pupuk An - Organik ;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 / PERMENTAN I OT. UA I 4 I 2A07

tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik

Lokasi;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 IM-DAG / PER I 6 I 2011

tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor

Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 lPermertrcan I SR.l40 I l0 I 2011

kntang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah ( Berita Negara

Tahun 2011 Nomor 664);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 / Permestan I SR.130 I 2 / 2ALl

tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi ( fmT ) Pupuk

Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

22lP ermentan/SR. 1 30i4l20 1 1 ;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87 lPermentaa I SR. 130 I 1,2 / z}fi
tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi untuk sektor

Pertanian Tahun Anggaran 2AI2;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 I Pl,/K.. 02 / 2011 tentang Tata Cara

Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggung Jawaban

Subsidi Pupuk ( Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366 );

14.
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Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 lKpts / OT.210 I 4 I 2003 tentang

Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An *

Organik;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 / Kpts I AT.2l0 I 4 I 2AA3 tentang

Pengawasan Formula Pupuk An - Organik;

Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Uior:a Nomor 1 Tahun 2012

tentang tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi ( IET )

Fupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran?0l2;

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan

yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat ( Lembaran Daerah

Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 3 );

Menetapkan

WIEMUTUSKAN:

I PERA―AN B■lPATI ttNTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

聾 TURAN BIIPATI LANGKAT NOMOR 03 TAHUN 2012

TNANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN

質 RTINGGl (HET) PIIPLIK BERSUBSⅡ)I UNTUK SEKTOR

PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012 KABL「 PATEN LANGKAT.

Pasal I

Beberapa Kc“ntuan dalaln Peraturan Bupati Langkat Nomor 03 Tahm 2012 tentang Alokasi

磯 butman dan Httga Eccran Tertinggi(HET)Pupuk BCrsubsidi untuk scktor Pcttanlan Tttun

Angga7ran 2012(Be五 ta Daerall Kabupaten Langktt Tahun 2012 Nomor 03)diubah Sebagal

be五 kut i

l.Lampiran I,H,H.1,II.2,Ⅱ .3,Ⅱ.5,Ⅱ .6,H.7,H.9,H.10,Ⅱ .12っ H.13,II.14,PerattFan Bupati

Langkat Nomor 03 Tahlla 2012 tentang Alokasi Kcblltuhan dan Harga2 Eceran Tertmggl

(駆T)Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian di Kabupaten Langkat Tahlln Anggaran

2012 diubah scbagaimana tercantum paぬ Lallnpiran I,II,Ⅱ .1,Ⅱ .2,Ⅱ .3,Ⅱ.5,Ⅱ.6,Ⅱ .7,I.9,

H.10,II.12,H.13,Ⅱ .14,Peraturan Bupati Langkat ini.
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Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan iru
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

padatanggal t{ Nogeobel 2ol1
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SIttRETARIS D KABIIPATEN LANGKAT,

BERITA DAERAH KAB口ATEN LANGKAT TAHUN2012 NOMOR g。

JABATAN
SETRETAR!S DAERAH

KASUEBAG qr 4hl,tl(

TAF BASIAN HUκ UM

Diundangkan
pada tanggal 20tL




























